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Kekayaan alam negara Republik Indonesia yang terbentang dari ujung pulau Sumatera sampai ke ujung Papua merupakan anugerah Allah SWT kepada bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang harus dikelola, diperuntukkan untuk kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, hal inipun diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib mengelola kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan kekayaan alam tersebut tidak boleh merusak lingkungan alam, dilarang merusak lingkungan hidup, ekosistem. Untuk itu antara lain Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam Undang-Undang tersebut dimuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (pembakaran hutan), namun kenyataannya pembakaran hutan tiap tahun terjadi, yang jelas merusak lingkungan hidup, walaupun pelaku-pelaku tindak pidana di bidang kehutanan telah diseret ke Pengadilan Negeri, telah dikenakan pidana. Identifikasi masalahnya adalah : 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau berdasrkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan pembakaran hutan di Provinsi Riau.
Metode penelitian: spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan tentang suatu hal yang sedang terjadi pada tempat tertentu, metode pendekatannya adalah juridis normatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk mengolah data sekunder, yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder, tersier.
 Kesimpulannya : 1) Bilamana pelaku tindak pidana pembakaran terbukti bersalah maka pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di muka Pengadilan. Bilamana terbukti bersalah dan Hakim yakin akan kesalahan terdakwa maka Hakim haruslah menjatuhkan pidana yang sedemikian rupa sehingga putusan penghukuman tersebut mempunyai dampak positif baik dilihat dari segi represif maupun preventif. 2) Dengan penal policy saja dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang Kehutanan tidaklah memberikan hasil yang maksimal (karena keterbatasan dari hukum pidana itu sendiri). Untuk itu harus pula dikaji dari sudut non penal policy (faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana di bidang kehutanan) dan social policy (pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus menyentuh kepentingan seluruh rakyat, seimbang dan merata)
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PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 

Keaneka-ragaman kekayaan alam Indonesia hampir sebagian besar dijumpai di kawasan hutan. Bagian terbesar hutan - hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis yang terletak di dataran rendah. Di dalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Secara internasional Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan dianggap signifikan mempengaruhi iklim dunia.  Sejak tahun 1990 Indonesia telah kehilangan seperempat dari keseluruhan luas hutannya. Hampir 31 % dari hutan tua kepulauan ini telah jatuh ke tangan penambang dan pengembang lahan pada periode yang sama. Bahkan penggundulan hutan meningkat hingga 19%  sejak akhir 1990-an  sementara setiap tahunnya berkurangnya hutan primer telah meluas hingga 26%.




Walaupun dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit sekali dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang namun tingkat kewaspadaan aparat khususnya di daerah, terkesan sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran sudah mulai terjadi kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat diatasi. Demikian juga menyangkut tanggung jawab, terkesan hanya di bebankan kepada Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan di daerah, mungkin mengingat objek kebakarannya berupa hutan yang berada di daerah. Padahal secara institusi sebenarnya penanggulangan kebakaran hutan juga melibatkan institusi-institusi lain, sehingga pemerintah terutama departemen dan dinas terkait  serta tim penanggulangan kebakaran hutan terkesan kurang solid. 
Dampak yang negatif dari pembakaran hutan tersebut haruslah ditanggulangi oleh pemerintah dan masyarakat sebab pembakaran hutan dan lahan tersebut merusak ekosistem, keseimbangan dan lingkungan merupakan suatu kejahatan. 
Pasal  50   ayat   (3)   Undang-Undang   No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan menyebutkan : 
Setiap orang dilarang :  
a.	Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b.	Merambah kawasan hutan; 
c.	Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 
1.	500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2.	200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 
3.	100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4.	50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5.	2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
6.	130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.  
d.	Membakar hutan;
Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan : 
“barang siapa dengan kelalaiannya melanggar Pasal 50 huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”
Telah ada beberapa pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang diajukan ke muka Pengadilan Negeri dan telah pula dijatuhi pidana. Akan tetapi pelaku-pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut pada umumnya orang-orang kecil, kuli-kuli perusahaan, pekerja-pekerja dari perusahaan, sedangkan pemilik perusahaan, pimpinan-pimpinan perusahaan (korporasi) tidak/jarang tersentuh oleh hukum. 
Ini berarti dengan penal policy dalam rangka penegakan hukum pidana (law enforcement) dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan, lahan tidaklah memberikan hasil yang maksimal, karena keterbatasan dari hukum pidana (penal policy). Hukum pidana hanya bagian terkecil dari kontrol sosial  yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan (kebakaran hutan) sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sosial, ekonomi, sosal budaya/kultur, sosial politik dan sebagainya). Untuk itu diperlukan pula jalur penanggulangan berupa : ​[1]​)
1.	Adanya integralitas antar politik sosial dengan politik kriminal 
2.	Adanya integralitas suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal policy. 
Politik sosial adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional semata namun pembangunan tersebut akan melahirkan masalah-masalah sosial dan tindakan kriminal untuk melahirkan  kejahatan, bilamana : ​[2]​)
a.	Pembangunan tidak dilakukan secara rasional
b.	Pembangunan tidak seimbang 
c.	Tidak  memperhatikan kultur, sosial masyarakat  
Pengaturan kewenangan maupun dalam pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi perlu menjadi perhatian yang serius dari pemerintah.  Secara teoritis, terkait dengan hal ini fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social engineering) perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (beureucratic engineering) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen lembaga birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “beureucratic and Social engineering” (BSE)​[3]​)
Selain undang-undang  ada juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang masalah larangan pembakaran hutan di Provinsi Riau  ini yaitu Peraturan Gubernur Riau No. 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Riau yang tercantum didalam BAB IV Larangan Dan Kewajiban Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan dalam Pasal 8 yang berbunyi : 
1)	Setiap orang atau badan usaha / penanggung jawab lahan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomasa hasil tebas / tembang yang dapat menimbulkan dampak terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup 
2)	Setiap orang atau badan usaha / penanggung jawab lahan usaha dilarang membiarakan lahan HGU / miliknya terbakar / dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain
3)	Setiap orang atau badan usaha / penanggung jawab lahan usaha dilarang membuang puntung rokok atau aktivitas penyalaan api di kawasan hutan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya
Problem yang dihadapi dalam pengelolan di sektor kehutanan yaitu masalah eksistensi kawasan hutan yang tidak dipayungi oleh penegakan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang selama ini telah di tata sedemikian rupa melalui proses kesepakatan dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), tata ruang dan Penunjukan Kawasan Hutan  dan Perairan (KHP), harusnya secara legal formal sudah mampu memberikan kepastian, perlindungan dan kemanfaatan yang berkeadilan. Pada kenyatannya, selama ini proses penetapan dan perubahan kawasan hutan tersebut masih ditempuh atau dilakukan perubahan dengan mekanisme top down dan ada kalanya menafikan keberadaan hukum dan aturan lainnya yang telah ada dan disepakati bersama oleh komunitas lokal setempat (kearifan lokal). 
Dalam konteks perspektif pengelolaan kawasan hutan, teori hukum sebagai sarana pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan baik terkait dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya dan juga proses hukum, yaitu pengembangan konsep pengeloaan kawasan hutan  yang berkeadilan sesuai dengan tujuan negara hukum kesejahteraan.
Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang kewenangan kebijakan, fasilitator dan pengawas yang di representasikan oleh instansi sektoral, pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Stakeholder pemerintah yang dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan antara lain : Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian/Perkebunan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Pemerintah Daerah. 
Terhadap pelaku-pelaku yang melanggar ketentuan yang bersifat perintah dan larangan yang dicantumkan didalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  yang sangat merugikan negara haruslah dilakukan pencegahan dan penindakan oleh aparat-aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan para aparat penegak hukum  bertindak tegas dan keras terhadap pelaku-pelaku yang melanggar perintah dan larangan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  Aparat penegak hukum yang dimaksud diantaranya : 
1)	Kepolisian Negara RI
2)	Pegawai negeri sipil tertentu (polisi kehutanan) 
3)	Kejaksaaan
4)	Pengadilan dan instansi-instansi terkait didalam bidang kehutanan 
Instansi tersebut haruslah melakukan penyelidikan, penyidikan,
penuntutan dengan pemeriksaan didalam pengadilan terhadap pelaku-pelaku dibidang kehutanan. Untuk dapat melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku dibidang kehutanan ini maka integritas moral dari aparat penegak hukum haruslah mengedepan, harus ada  koordinasi-koordinasi antara aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana didalam bidang kehutanan, melepaskan ego sektoral dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana dibidang kehutanan, adanya sinkronisasi antara penegak hukum dibidang kehutanan,  mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. 
Bilamana berdasarkan bukti-bukti yang sah dan valid terbukti terhadap pelaku tindak pidana dibidang kehutanan, maka  haruslah pelaku-pelaku tersebut dimintakan pertanggung jawaban hukumnya dimuka pengadilan. (minimal dua alat bukti) dan hakim yakin akan kesalahan pelaku / terdakwa maka hakim harus menjatuhkan pidana terhadap pelaku-pelaku tindak pidana dibidang kehutanan tersebut.  
Salah satu unsur tindak pidana adalah adanya kemampuan bertanggung jawab . Ini berarti bahwa adanya perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Disamping perbuatan yang melawan hukum (unlawfulness) harus ada seorang pelaku yang bersalah yang bertanggung jawab atas perbuatannya (kelalaiannya) pelaku harus bersalah. Bersalah berarti bertanggung jawab pidana. 
Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana dibidang kehutanan haruslah diterapkan azas persamaan didalam hukum (equality before the law) sebab realita menunjukan bahwa pelaku-pelaku dibidang kehutanan yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan adalah rakyat kecil, petani kecil, pekerja perusahaan dan tidak tersentuh pengusaha-pengusaha besar,  korporasi-korporasi besar yang bergerak dibidang kehutanan, dan hal itulah yang menyebabkan munculnya kembali pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni oleh ulah manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi : 
a)	Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain, pembakaran lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembakaran lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembakaran lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan HTI, pertanian lahan kering, sonor dan mencari ikan. Pembakaran lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa atau gambut. 
b)	Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang. 
c)	Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat.
d)	Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok  secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan. 

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana  merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum  pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan pada akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-sub tentang “ketentuan pidana”. Dari gambaran legislatif terlihat bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam- macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena atau kebijakan praktek legislatif yang demikian memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar apabila suatu produk perundang- undangan tidak ada ketentuan pidananya. Fenomena legislatif yang demikian menarik untuk dikaji dari sudut kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya dilihat dari batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. 
Dilihat dari hakikatnya kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.  Faktor penyebab terjadinya  kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya, karena seperti pernah dikemukan oleh Sudarto “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (“Kurieren am Symptom”) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.​[4]​) Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit.
Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari fungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksananya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana dilapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasional yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan canggih dan bersifat trans-nasional. 
Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian suatu langkah kebijakan (policy). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan diatas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip- prinsip pembatas”(the limiting principles) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain: ​[5]​) 
a)	Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
b)	Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
c)	Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
d)	Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri;
e)	Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan di cegah;
f)	Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;
Dalam konsep umum penegakan hukum harus memperhatikan dua hal yang mempengaruhi upaya-upaya penegakan hukum itu sendiri, yaitu politik kriminal (Criminak Politik) dan kebijakan hukum pidana (Penal Policy). Politik kriminal adalah kebijakan-kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, dimana dalam hal ini merupakan bagian politik penegakan hukum pidana dalam arti luas. Kebijakan hukum pidana dapat dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. 
Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses  yang 
terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu : 
a)	Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat undang-undang.
b)	Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
c)	Tahap kebijakan eksekutif/administrative, yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit oleh pelaksana pidana.​[6]​) 

Bertolak dari uraian diatas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun sarana “non penal”, baik dengan melakukan ‘pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum” (treatment of offenders) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat” (treatment of society)
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal (criminal policy) pada dasarnya merupakan bagian integral dari politik sosial, yakni kebijakan atau usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Upaya menanggulangi kejahatan di tempuh dengan kebijakan dalam arti : 
1.	Adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2.	Adanya keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal” 
3.	Dengan penal policy tidaklah dapat diharapkan kejahatan dapat ditumpas, dikikis dari dalam masyarakat, sebab kejahatan adalah patologi sosial. Dan non penal policy merupakan satu jalur untuk mengatasi masalah sosial tersebut adalah melalui jalur sosial policy (kebijakan sosial) atau prevention without punishment. Sosial policy pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyrakat (sosial welfare), yang identik dengan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas. 
Dari pemaparan diatas maka dari sudut politik kriminal, maka masalah strategis yang harus ditanggulangi adalah mengenai masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan menyuburkan kejahatan. Dengan demikian masalah-masalah tersebut merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari criminal policy.
Pelaku pembakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau haruslah dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dimuka Pengadilan Negeri yang berwenang. Artinya pelaku harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan pembakaran hutan yang merugikan masyarakat dan merusak serta mencemarkan lingkungan hidup. Penjatuhan pidana kumulatif harus dijatuhkan, dikenakan sedemikian rupa supaya ada efek jera baik preventif maupun represif. 
Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.354/Pid.B/2013/PN.Psp atas nama terdakwa Mangihut Nainggolan, yang terbukti melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut hanya dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Demikian pula putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.31/Pid.Sus/2014/PN.KOT, terhadap terdakwa Hasanudin  bin  Lamri  dijatuhi  pidana  penjara  2 (dua)  tahun  dan  denda
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).  Sedangkan akibat dari perbuatan 
terdakwa - terdakwa  tersebut  sangat  berdampak  negatif  bagi  lingkungan hidup dan merugikan masyarakat.
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